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Tujuan pelaporan

menampilkan data dan
informasi dalam
pengelolaan industri
ekstraktif (2019-2020)
pada setiap rantai
pasok industri
ekstraktif mulai
produksi sampai
dengan pemanfaatan
pendapatan yang
didapatkan sesuai
dengan standar EITI
Internasional 2019

Ruang Lingkup

Bab |

Latar Belakang, Tujuan Laporan Konstektual,
Ruang Lingkup, Metodologi Proses
Pelaporan

Bab Il

Perkembangan regulasi dan rezim fiskal
pengelolaan industri ekstraktif di sektor
Migas dan Minerba, dan informasi K/L
terkait — Req. 2.1

Bab il

Kegiatan yang dilakukan industri ekstraktif,
mencakup proses perizinan, eksplorasi,
produksi, dan penjualan —Req. 2.2 - 2.4; 3.1
-3.3

Bab IV
Komposisi dan realisasi penerimaan negara
dari kegiatan industri ekstraktif, pajak dan

non pajak, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah —Req. 4.1-4.9;5.1-5.3

== lujuan dan Ruang Lingkup Pelaporan EITI
Indonesia ke-9

Bab V

Hubungan keuangan antara BUMN dan
Pemerintah, peran BUMN dalam kegiatan sosial
dan lingkungan, dan quasi fiskal — Req. 2.6; 4.5;
6.2

Bab VI

Pengeluaran dan program industri ekstraktif
dalam kegiatan sosial (PPM) dan lingkungan
(ASR, reklamasi, dan pengelolaan lingkungan) —
Req. 6.1& 6.4

Bab VII

Kontribusi industri ekstraktif terhadap ekonomi
selama pandemic, tenaga kerja berdasar
gender, dan kaitannya pada masyarakat adat —
Req. 6.3

Bab VIl

Integrasi sistem teknologi informasi di K/L
terkait, contract disclosure dan beneficial
ownership —Req. 2.5; 7.2-7.3



dari laporan periode sebelumnya dan kendala yang ada

Perbaikan

1. Perkembangan penyusunan regulasi di
sektor Minerba paska Undang Undang
Minerba No.3/2020

2. Transparansi metode perhitungan nilai
ekspor migas

3. Quasi fiskal BUMN di sektor migas dan
pertambangan

4. Informasi mitigasi risiko dan hambatan
terkait keterbukaan kontrak

5. Data ketenagakerjaan berdasarkan
gender

6. Keterkaitan dengan Masyarakat Adat

1.

Kendala

Data ekspor impor Pertamina 2020 sudah
tidak ditampilkan dalam website Pertamina

Pengeluaran PPM industri migas per
kategori/program di 2020 tidak ditemukan
lagi dalam laporan keberlanjutan SKK Migas.

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Sektor
Minerba tahun 2020 di LKPP tidak dirinci per
jenis usaha. Pada laporan EITI sebelumnya
disediakan oleh Ditjen Pajak.

4. Disagregasi informasi data pajak per

perusahaan oleh Pemerintah perlu
mendapatkan persetujuan (waiver) dari
perusahaan industri ektraktif
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2 BLL= Timeline Penyusunan Laporan EITI
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: Novembe Januari Februari '/
Juli 2021 2021 2022 5022 ; l){ Maret 2022 i
eForum eForum eForum e Penyampaian e Permohonan e Penyampaian
Konsultasi MSG Konsultasi MSG Konsultasi MSG masukan dari Persetujuan Laporan EITI
ePembahasan  elnventarisasi ePersetujuan MSG MSG ke 9 kepada
dan data, informasi, perpanjangan Sekretariat
epersetujuan dan isu terkait penyampaian EITI .
ruang lingkup penyusunan Internasional

Laporan



Masukan MSG terhadap Laporan EITI ke 9

Badan Geologi Kemenko Ekonomi

pada hal 155-156, yang berkaitan dengan Aplikasi Georima ¢ Redaksional dan perbaikan penulisan (typo)
* Penyesuaian sumber data dan regulasi

DJ Minerba

Redaksional dan penyesuaian regulasi

BPMA

* Redaksional berdasarkan penyesuaian regulasi
* Wilayah kerja BPMA yang terminasi

SKK Migas APBI
Redaksional Redaksional dan perbaikan penulisan
* Pola penguasaan SDA di Indonesia * Regulasi di sektor pertambangan
* Penyesuaian data dan regulasi e Status kontrak PT KPC
» Daftar Pengalihan PI 2019 dan 2020 * Prosentase DMO batubara

* Dana ASR di perbankan * Pro kontra regulasi PPM
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ElLl= Revenue Flow Industri Ekstraktif 2020

Pendapatan Negara Distribusi Pendapatan

Total Belanja Rp 2.595,48 Triliun
Belanja Migas & Minerba
Rp.46,09 Triliun*

Total Pendapatan Rp.1.647,78 Triliun
Migas & Minerba Rp.228,18 Triliun

Total Pendapatan Pajak Rp.1.285,14 Triliun Belanja Pusat Rp1.832,95 T e Sektor Mieas
Pajak Migas & Minerba Rp.124,45 Triliun Belania KESDM** g )
€lanja 7 Rp.3,60 Triliun
- sektor migas Rp.105,87, Triliun “\:\ Rp. 4,04 Triliun - .3,
i . .. S Se ,—”’ .
sektor minerba Rp. 18.58 Triliun \\ S - Sektor Minerba
PNBP Total Rp.343,81 Triliun R N — -- Rp.0,44 Triliun
PNBP Migas & Minerba Rp.103,73 Triliun ~ N_ —~ 0T -
_ sektor migas RP.69,08 Triliun Transfer ke Daerah Rp762.53 Triliun DBH Migas
- sektor minerba Rp.34,65 Triliun \ Total DBH Rp.93,91 Triliun ) Rp.20,67 Triliun
%,  DBH Migas & Minerba J/
“Q\Bp 43,47 Triliun el DBH Minerba
Alokasi Dana PPM dan Lingkungan Perusahaan NG il - Rp.22,80 Triliun

-

-
-
~ -
-~ -
e —————

ﬁ) Program PPM Rp. 2 Triliun
-sektor migas = Rp. 0,4 Triliun***
-sektor minerba Rp.1,64 Triliun /

4

Lingkungan e
e -
g___Rp. 6,68 Triliun =T -’ o . -
Rp. 8,7 Triliun S~ T e T -=" @ Realisasi Jaminan Pascatambang Rp.5,1 Triliun
~~~~ __________________________

-~
S - —_
- -
i

** Belanja KESDM adalah Anggaran pada KESDM (Ditjen Migas, BPH migas, SKK Migas dan Ditjen Minerba)
Sumber : Data olahan dari Draft Laporan EITI 9, Buku Saku KESDM,APBN Kita dan LKPP *** 1USD$=14.105 (JISDOR BI 30 Des 2020
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Presentation Notes
Pengungkapan informasi alokasi pendapatan negara meliputi distribusi pendapatan, transfer daerah dan manajemen pendapatan dan pengeluaran serta pengungkapan informasi terkait pengeluaran sosial dan dampak industri ekstraktif pada ekonomi.
Informasi dapat diakses oleh publik pada website eiti.esdm.go.id. Dari sini stakeholder dapat melihat, misalnya saat ini secara nasional kontribusi migas dan tambang pada kas negara dari pajak dan bukan pajak sebesar 318,85 triliun. Apakah pendapatan tersebut telah cukup optimal? Menuju transisi energi, upaya optimalisasi pendapatan memerlukan informasi detail per perusahaan. Standar EITI mensyaratkan pembukaan informasi per proyek. 
Dalam konteks transisi, informasi per perusahaan dapat memberikan gambaran seberapa jauh ketergantungan perekonomian pada sejumlah perusahaan ekstraktif yang dominan. Perubahan industri batubara, misalnya, akan mengurangi pendapatan pajak dan bukan pajak. 
Demikian pula, informasi dana pengembangan masyarakat dan lingkungan. Apakah selama ini sudah tersalurkan dengan baik. Jika terjadi transisi, maka alokasi tersebut akan berkurang, Langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah daerah atas perubahan alokasi dana tersebut?
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==  Kontribusi Sektor Industri Ekstraktif

Initiative

pada perekonomian nasional (pembentuk langsung PDB)

Tahun 2020 ?::;Z::‘
Lapangan Usaha Harga Berlaku Harga Kostan (2020) terhadap PDB Harga
Tahun 2019
Berlaku
2019 2020 2019 2020 YoY %
Pertambangan dan Penggalian 1.149.913,5 993.541,9 806.206,2 790.475,2 -1,95 6,44
1|Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 439.602,8 332.559,6 289.980,1 272.583,2 -6,00 2,15
2|Pertambangan Batubara dan Lignit 368.890,5 283.194,7 259.598,5 245.498,6 -5,43 1,83
3|Pertambangan Bijih Logam 96.824,6 130.956,9 88.003,4 105.829,4 20,26 0,85
4|Pertambangan dan Penggalian Lainnya 244 .595,6 246.830,7 168.624,2 166.564,0 -1,22 1,60
PRODUK DOMESTIK BRUTO 15.832.535,4| 15.434.151,8| 10.949.037,8| 10.722.442,7 -2,07

Sumber: BPS

1. PDB sektor pertambangan dan penggalian di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,9
persen terhadap 2019

2. Kontribusi industri ekstraktif di dalam PDB nasional mencapai kurang dari 6,4 persen pada 2020
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Presentation Notes
Pengungkapan informasi alokasi pendapatan negara meliputi distribusi pendapatan, transfer daerah dan manajemen pendapatan dan pengeluaran serta pengungkapan informasi terkait pengeluaran sosial dan dampak industri ekstraktif pada ekonomi.
Informasi dapat diakses oleh publik pada website eiti.esdm.go.id. Dari sini stakeholder dapat melihat, misalnya saat ini secara nasional kontribusi migas dan tambang pada kas negara dari pajak dan bukan pajak sebesar 318,85 triliun. Apakah pendapatan tersebut telah cukup optimal? Menuju transisi energi, upaya optimalisasi pendapatan memerlukan informasi detail per perusahaan. Standar EITI mensyaratkan pembukaan informasi per proyek. 
Dalam konteks transisi, informasi per perusahaan dapat memberikan gambaran seberapa jauh ketergantungan perekonomian pada sejumlah perusahaan ekstraktif yang dominan. Perubahan industri batubara, misalnya, akan mengurangi pendapatan pajak dan bukan pajak. 
Demikian pula, informasi dana pengembangan masyarakat dan lingkungan. Apakah selama ini sudah tersalurkan dengan baik. Jika terjadi transisi, maka alokasi tersebut akan berkurang, Langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah daerah atas perubahan alokasi dana tersebut?


D) E1T1=. Jumlah Perusahaan yang Mengirimkan
Kuesioner EITI
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Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM selaku Ketua Sekretariat EITI Indonesia



Struktur Portal — Data Industri Ekstraktif Indonesia

ESDM DATA ENTERPRISE

Data Geospasial

EITI PORTAL

Data State of
Participation

Penerimaan
Negara/Daerah

* SOT

* E-lelang
WK
Migas

* War
room

Minerba One
Data Indonesia
(MODI)

Minerba Online
Monitoring
System (MOMS)
E-PNBP
Minerba*
E-lelang Wilayah
Georima
E-RKAB**
Investasi
Minerba
minerba.esdm.go
.id/harga_acuan

Buku Saku
KESDM
SIDARA
(Keuangan)
Perizinan
Online (0OSS)

Beneficial
Ownership

KESDM
(bo.esdm.go.id)

ESDM One Map:

Peta Potensi
Peta Wilayah
Kerja Migas
Peta WIUP
Peta Sumur
Migas

SIMPONI*
* SIMTRAD4
* SPAN
* SIKD

Data BO Industri

Aplikasi BO
Kemenkumham

REGULASI
Ekstraktif

JDIH.esdm.go.id
JDIH. Kemenkeu

nnnnnnnnnnnn
uuuuu

*) menunggu update aplikasi
**) to be discussed

B KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
J REPUBLIK INDONESIA

Data Ex-Im

& PDB

bps.go.id

D
'" BADAN PUSAT STATISTIK
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Workplan

2022

Semester | - 2022

SEMESTER Il - 2022

No. KOMPONEN TUJUAN AKTIVITAS/SUB AKTIVITAS Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec
(v v D v v ] [T w Dl m v ] w {afnm ] [ nfo v [T m v ifafm]w
Dialog Kebijakan Publik Tema tentang
-Meningkatnya kesadaran publik yang lebih TransparanS| Pengeluaran $05|al dan
. . Lingkungan, dan Dampak Lingkungan (Req
baik dan dialog tentang tata kelola 61&6.4
PENGUATAN PARTISIPASI |ekstraktif ' A4)
1 DAN KERJASAMA ANTAR |- Meningkatnya pemahaman dan apresiasi |Dialog Kebijakan Tematik Kontribusi Sektor
PEMANGKU KEPENTINGAN |terhadap proses dan prinsip EITI Ekstraktif pada Ekonomi: dari Pertambangan
EITI - Mendorong keterlibatan pemangku Rakyat, Tenaga Kerja, hingga
kepentingan yang semakin luas Kesejahteraan Masyarakat (Req 6.3)
Dialog Tematik (Webinar) Isu Gender dalam
Industri Ekstraktif
stakeholder dalam MSG untuk pelaksanaan Koordinasi Para Multi Stakeholder Group,
- ivi i Pengarusutamaan
PERSIAPAN VALIDASI dInklusrlt\_/lt_as y.atr]g lebih biﬁar dalam MSG 9
KOORDINASI FORUM MSG, [¢2" Partisipasi tiap perwaxfian
2 - Menyiapkan perbaikan atas catatan

MONEYV, DAN
DEBOTTLENECKING

validasi

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas
perkembangan perbaikan pemenuhan
standara EITI

Forum Multi Stakeholder Group (MSG) -
Monev progress persiapan validasi &
mainstreaming EITI (integrasi data pada
Portal Data Ektraktif)
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Workplan 202

Semester | - 2022

SEMESTER Il - 2022

No KOMPONEN TUJUAN AKTIVITAS/SUB AKTIVITAS Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sept Oct [ Nov Dec
ifufm]wv ifalmlwv o] m v [ifalm]w ifalm]wv oo v [fa]fmw ifafwm v fafmlv fafm v [ifaJm]w ifafm] v
Pengadaan Jasa Konsultan "EITI
- Pelaksanaan operasional harian dari Mainstreaming Implementation and Portal
MANAJEMEN Se.kretarlat EITI Indonesia yang semakin Improvement" (IT FIRM)
baik Pengadaan Jasa Konsultan "EITI
3 [SEKRETARIAT EITI . . o
- Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan Communication Strategy and Stakeholder
INDONESIA ) . . ) . " . .
mainstreaming EITI Indonesia semakin baik |[Engagement" (Communication Firm)
dan terarah Pengadaan Jasa Konsultan "Contract
Disclosure"
FGD pada gap analysis e-reporting isian
perusahaan ekstraktif pada aplikasi ESDM
(SKK Migas, Ditjen Migas, Ditjen Minerba),
BPS (data tenaga kerja), Kemenkumham
(BO), DJA
Workshop Pemetaan data keuangan dengan
DJP, DJA, DJPK (Kemenkeu) (Req 4.1)
Workshop Pemetaan data keuangan dengan
DJP, DJA, DJPK (Kemenkeu) (Req 4.1
-TranspgranSI dan a_KuntablIltas )_/ang Transisi Integrasi Portal dengan Situs EITI
berkelanjutan dan ditingkatkan di sektor - - -
. . Desain dan Implementasi Portal pada Situs
ekstraktif sesuai dengan persyaratan EITI EITI
- Peningkatan kapasitas entitas pelapor - -
. Implementasi Integrasi kerangka hukum dan
EITI untuk menyampaikan laporan yang L . f . .
komprehensif, tepat waktu, dan dapat rezim fiskal industri ekstraktif (Req 2.1) di
dioahami ’ ’ dalam website untuk Portal EITI dengan Biro
IMPLEMENTASI pah: Hukum KESDM, Biro Hukum Kemenkeu,
4 - Peningkatan akses pada data dan

SYSTEMATIC DISCLOSURE

informasi ekstraktif yang termutakhirkan
secara sistem, mudah digunakan, dan
komprehensif

- Peningkatan pemahaman publik terhadap
data dan informasi ekstraktif untuk
digunakan pada pengambilan kebijakan
pusat dan daerah

Biro Hukum Kemendagri

Implementasi integrasi data kontribusi
Sektor Ekstraktif pada Perekonomian (Req
6.3) & Subnational payment dengan
BPS/Kemenaker/ Pemda Penghasil/ Ditjen
minerba/SKK migas

Mapping data : 1) data register of license,
contract & license allocation pada aplikasi e-
lelang WK Migas & ESDM One Map, 2) data
yang relevan pada MODI (misal: produksi,
PPM)

Implementasi Integrasi Data Keuangan
Pajak & Bukan Pajak, & in-kind (Req 4.1 &
4.2)

Implementasi Integrasi Data State
participation (Req 2.6), SoE (Req 4.5), &
Sub-National (Req 4.6)
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Workplan 2022

Semester | - 2022

SEMESTER Il - 2022

No. KOMPONEN TUJUAN AKTIVITAS/SUB AKTIVITAS Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec
[ v Tl m v fulu v Julw [ fululwfalw[vfululwfafw[vfoalulwfafm[vfofumlwlifnfm]iv]
-Transpgransn Qan akuntablllta§ yang Mengumpulkan data dari
berkelanjutan di sektor ekstraktif kementerian/lembaga dan perusahaan
PENYUSUNAN LAPORAN |- Mendorong relevansi keterbukaan data |- -ombag P
5 migas dan minerba

EITI INDONESIA KE-10

industri ekstraktif
' - Mendorong inklusivitas dalam
implementasi EITI

Penulisan dan penyusunan laporan

TRANSPARANSI &

- Peningkatan relevansi pengungkapan
ekstraktif khususnya pengungkapan
kontrak dan kepemilikan manfaat

Implementasi Integrasi Data Beneficial
Ownership (Req 2.5)

FGD dan Diskusi teknis Data Beneficial
Ownership

Implementasi Integrasi Data Kontrak- Req
24

6 |AKUNTABILITAS - Peningkatan transparansi dan
KONTRAK DAN BO akuntabilitas kontrak dan BO industri
ekstrakiif FGD dan Diskusi teknis Pembukaan Kontrak
Pelatihan Integrasi Situs EITI dan Portal
; |PENINGKATAN -Peningkatan kapasitas integrasi data di EE)IaTtIa Ekstraktif sebagai e-reporting laporan
KAPASITAS Sekretariat untuk keberlanjutan Pelatihan Tableau Data Integration for Data
Warehouse (EDE)
Sosialisasi Laporan (Webinar Nasional)
Sosialisasi Portal Data EITI Indonesia -
Penguatan Daerah
B Pepingkatan kesadaran dgn pemahaman |pempatan E-Book dan SOP EITI Indonesia
publik tentang EITI Indonesia
8 KOMUNIKASI DAN - Peningkatan partisipasi dari pemangku

SOSIALISASI

kepentingan
- Peningkatan aksesibilitas ke produk
pengetahuan EITI Indonesia

Dukungan teknis tim Konsultan Komunikasi
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KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
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=15 Ruang Lingkup Laporan EITI ke 9

Latar Belakang, Tujuan Laporan Konstektual, Ruang Lingkup, Metodologi Proses
Pelaporan

Bab | Pendahuluan

Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif menjelaskan mengenai kegiatan dari instansi
yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Minyak dan Gas bumi (Migas)
dan mineral dan batubara (Minerba), dan data Kementerian /Lembaga yang terkait

Bab Il Gambaran Kegiatan Industri Ekstraktif dan
Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif

(req. Legal Framework and Fiscal Regime)

Kegiatan yang dilakukan dalam industri ekstraktif sektor minyak dan gas bumi dan sektor
mineral batubara. Mencakup proses perizinan dan kedua adalah kontribusi sektor industri
ekstraktif.

Bab IlIl Implementasi Kegiatan Industri Ekstraktif

(req. License Allocation; License Registers;
Ekploration; Production; Export;)

* Komposisi Realisasi Pendapatan Negara
Penerimaan Perpajakan
* Penerimaan Bukan Pajak
* Alokasi Penerimaan Negara Dari Industri Ekstraktif
* Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat
* Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bab IV Penerimaan dan Alokasi Pendapatan
Negara

(req. Taxes and Revenues; Sale of the state’s share
of production or other revenues collected in kind;
Transactions related to state-owned enterprises
(SOEs); Subnational transfers)

Bab V Peran Badan Usaha Milik Negara (req. State * Hubungan Keuangan antara BUMN dan Pemerintah
participation; Transactions related to state-owned <+ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif
enterprises (SOEs); Quasi-fiscal expenditures) * Holding BUMN

* Quasi-fiscal Industri Ekstraktif




Transparency

@RIZ= Ruang Lingkup Laporan EITI ke 9

Bab VI Tanggung Jawab Sosial dan * Tanggung jawab sosial meliputi: program sosial melalui Program Pengembangan

Lingkungan Masyarakat (PPM) yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, fasilitas sosial/umum

(req Social and environmental expenditures (infrastruktur), dan lingkungan.

; Environmental impact) * Tanggung jawab lingkungan meliputi: pengelolaan lingkungan, ASR, biaya pengelolaan
dan pelestarian lingkungan, penempatan jaminan reklamasi, realisasi jaminan
reklamasi.

Bab VIl Perkembangan Pemulihan Ekonomi * Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19
Nasional  Dampak Terhadap Masyarakat Adat
(req. Contribution to The Economy) * Tenaga Kerja Yang Mencakup Informasi Gender.

Bab VIll Kebijakan di Industri Ekstraktif (req. °* Perkembangan integrasi teknologi informasi
Beneficial Ownership;Contract) * Kebijakan sesuai value chain

* Disclosure contract

* Beneficial ownership
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